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Abstrak 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh - tokoh politik Nahdlatul Ulama di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan metode deskriptif dan korelasi product moment. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket. Sampel yang diambil adalah 180 responden yang terbagi dalam 6 daerah pemilihan di Kabupaten Jombang. Hasil Hasil angket yang dibagikan diketahui bahwa Tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang berada pada kisaran yang rendah yakni 47,5%. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui program kerakyatan yang dijalankan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Kata kunci: Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Tokoh Politik, Nahdlatul Ulama	
Abstract
Here, the writer wants to reveal how the rate of Jombang’s people’s trust toward NU politic figures in the Indonesian House of Region Representatives of 2009-2014. This research is aimed at finding out the quantity of Jombang’s people’s trust toward NU politic figures in the Indonesian House of Region Representatives of 2009-2014. This research applied quantitative approach which are descriptive method and product moment correlation. The data collection was through questionnaire. The sample was 180 respondents divided into 6 areas of election in Jombang Regency. This research revealed the percentage of the people’s trust was 47,5% (low rate). It is since the people are lack of knowledge in the democracy programs run by NU politic figures in the Indonesian House of Region Representatives. 









Berjalannya suatu negara tak akan pernah bisa lepas dari keberadaaan unsur politik yang di laksanakan di dalamnya. Karena pasti sistem politiklah yang menjadi tolok ukur kemajuan dalam suatu negara. Bangsa Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945 pun jelas memiliki sejarah perpolitikan yang sangat panjang hingga sampai pada masa seperti sekarang ini. Sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada 3 Nopember 1946 yang berisi anjuran kepada rakyat untuk melakukan pembentukan  partai - partai politik, terdapat beberapa partai politik yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga basis ideologi yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis.
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, telah sepuluh kali bangsa Indonesia mengadakan pemilu yakni pada tahun 1955 dimana PNI keluar sebagai pemenag dengan 22,32% suara, Masyumi dan NU berada di urutan kedua dan ketiga dengan 20,92% dan 18,41% suara. Pemilu kedua dilaksanakan pada 1971 dimana Golkar menjadi pemenang dengan 62,82% suara, dan NU berada pada posisi kedua dengan 18,68% suara. Pemilu berikutnya diadakan secara rutin dalam jangka waktu lima tahun sekali yakni pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dimana Golkar selalu menjadi pemenang pemilu tersebut. Sedangkan untuk pemilu pada masa reformasi diadakan pada tahun 1999 dimana PDIP keluar sebagai pemenang dengan 33,7% suara, 2004 dimana Partai Golkar keluar sebagai pemenang dengan 21,58% suara, dan 2009 dimana Partai demokrat keluar sebagai pemenang dengan  20,85% suara. (Puspoyo, 2012: 119)
Mengaca pada pemilu 1955 dan 1971 terdapat partai Islam yakni NU (Nahdlatul Ulama) dengan basis pendukung yang besar di Indonesia.  meski akhirnya pada Muktamar NU pada tahun 1984 bertempat di Situbondo Jawa Timur diselenggarakan dengan keputusan bahwa NU akan kembali ke Khittah 1926 yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak lagi terjun secara langsung dalam gelanggang politik. Namun yang menarik untuk dijadikan pembahasan utama adalah ketidak jelasan sikap yang diambil oleh seperti Nahdhatul Ulama (NU), seperti telah dijelaskan diatas NU memilih untuk kembali ke Khittah 1926 yakni sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak lagi terlibat dalam kancah politik praktis, namun dalam dua pemilu terakhir yakni pada pemilu 2004 dan 2009 partai baru bernama PKB sangatlah dikaitkan erat dengan keberadaan NU. Namun demikian, tindakan NU untuk turut membidani kelahiran PKB dan keterlibatan politik di dalam partai itu tidak serta merta dapat dijadikan dalih untuk menjustifikasi bahwa NU telah berpolitik praktis dan mengingkari Khittah tersebut. Sebab, NU sendiri telah membuat garis pembatas yang sangat tegas dimana hubungan antara NU dan PKB hanyalah bersifat moral, kultural, historis, aspiratif, bukannya bersifat struktural (Muzadi, 1999: 108).
Berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra. Jawa Timur yang merupakan tempat didirikannya organisasi Islamiyah Nahdhatul Ulama dapat dikatakan sebagai basis terbesar berkumpulnya masyarakat pangikut NU, di daerah tingkat II Jawa Timur seperti Kabupaten Jombang, Lamongan, Tuban, Kediri, dan Gresik merupakan beberapa kabupaten di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya merupakan pengikut Nahdhatul Ulama. Kabupaten Jombang merupakan salah satu tempat yang melahirkan tokoh-tokoh paling berpengaruh tidak hanya bagi keberadaan Nahdhatul Ulama (NU) melainkan juga bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. KH. Hasyim As’ari, KH. Wahid Hasim, sampai pada Presiden ke 3 Republik Indonesia KH. Abdurahman Wahid. Respon masyarakat Kabupaten Jombang terhadap keberadaan NU sangatlah luar biasa. Hampir seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jombang merupakan pengikut Nahdhtaul Ulama. (Nasrulloh, 2010 : 8)
Namun hal tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan respon masyarakat Kabupaten Jombang terhadap kinerja tokoh-tokoh politik Nahdhatul Ulama di kancah perpolitikan. Sejak keikutsertaan partai-partai Islam yang diusung oleh tokoh politik NU, masyarakat Kabupaten Jombang seolah menganggap partai-partai Islam kurang memiliki daya tarik lebih jika dibandingkan dengan partai berpaham nasionalis. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan suara yang diraih oleh partai-partai Islam di Kabupaten Jombang terutama pada pemilu 2009 tidak pernah berada di atas partai-partai yang berfaham nasionalis. Oleh karena itu peneliti memandang adanya problematika yang harus diteliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Sehingga peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul   “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh-Tokoh Politik Nahdhatul Ulama di DPRD Kabupaten Jombang Periode 2009-2014”.
Tokoh - tokoh  politik NU disini terbatas pada tokoh - tokoh politik NU yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009-2014 dan objek penelitian terbatas pada masyarakat Kabupaten Jombang yang memiliki hak suara pada Pemilu Legislatif 2009. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014?  
Kepercayaan Masyarakat adalah suatu keyakinan bahwa pernyatan dari pihak - pihak lain dapat diandalkan dalam pelaksanaannya tentang suatu hal yang telah ia janjikan. Rasa kepercayaan masyarakat  muncul dalam pemikiran setiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni informasi, pengaruh, dan pengendalian. Kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila informasi yang didapatkan oleh mereka dinilai akurat, pengaruh yang ditimbulkan oleh pihak yang menjanjikan kepercayaan tadi dinilai menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat, dan pengendalian yang dijalankan oleh pihak lain tidak menguntungkan salah satu pihak namun juga menguntungan seluruh lapisan masyarakat. (Soekamto, 2006 : 6)
Kepercayaan seseorang terhadap suatu subjek atau objek tertentu akan di pengaruhi oleh informasi tentang subjek atau objek tersebut, pengaruh dari lingkungan setempat, dari dalam diri individu sendiri, pengalaman individu. Besar kecilnya pengaruh  - pengaruh tersebut tergantung dari proses kognitif yang terjadi dalam individu tersebut. Proses kognitif tersebut berperan penting dalam proses meyakini sesuatu. Karena dari proses tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan akal pikiran kita tentang keyakinan terhadap sesuatu. Kemudian kita baru dapat memutuskan apakah kita akan meyakini atau tidak. (Ekaswati, 2006 : 6).
Kepercayaan politik masyarakat adalah komponen kognitif dari sikap masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat mampu menilai baik dan buruknya dari pelaksanaan sisitem politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, sehingga masyarakat mampu mengambil sikap untuk ikut serta dalam artian yang aktif dalam pelaksanaan politik tersebut, atau hanya sebagai pelaku pasif dari kebijakan-kebijakan politik yang disahkan oleh pemerintah. (Ekaswati, 2003 : 7)
Kepercayaan politik adalah angan-angan atau lebih tegasnya merupakan "buah pikiran nasional" seluruh warga bangsa, hasil konsensual dari sebuah kontrak sosial dalam sejarah pendirian Negara-bangsa sejak awal, tentang jalan politik dunianya secara umum. (Sumarto, 2009 : 11)
Sedangkan kepercayaan Masyarakat terhadap elit politik pada dasarnya adalah anggapan atau keyakinan bahwa para elit politik yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program-program yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat. (Grehenson, 2007 : 12)
NU merupakan organisasi Islam yang mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran Islam Alquran, Al Hadits, Al Ijma’ dan Al Qiyas dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya tersebut, NU mengikuti Faham Ahlusunnah Wal Jamaah dengan menggunakan jalan pendekatan (Al Madzhab) di bidang Aqidah NU mengikuti ajaran yang dipelopori oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi, dibidang fiqih NU mengikuti jalan pendekatan salah satu dariMuhammad bin Idris Assyafii dan Imam Ahmad bin Hambal, dibidang tassawuf NU mengikuti antara lain Imam Junaidi Al bagdadi dan Imam Al ghazali serta Imam imam yang lain. (Puspoyo: 181)
Momemntum berdirinya jam’iyah Nahdhatul Ulama tidak terlepas dari dinamika politik dan keagamaan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dinamika politik dan keagamaan dalam negeri banyak diwarnai oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia-Belanda tentang kepercayaan agama, sedangkan dinamika politik luar negeri banyak dipengaruhi oleh fenomena dunia Islam yang sedang marak melakukan gerakan dalih pemurnian dan pembaharuan Islam. (Wongalus 2012: 106)
Menurut Martin Van Bruenessen (1994:34), KH. Wahab Hasbullah yang merupakan juru bicara kaum tradisional paling vokal dalam kongres Al-Islam mendorong para kiai terkemuka untuk mengirim utusan ke Mekkah guna membicarakan fenomena dunia Islam yang sedang marak melakukan gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam. Untuk tujuan ini dibentuklah sebuah komite yang diberi nama Komite Hijaz pada 31 Januari 1926 di Surabaya. (Wongalus 2012: 136)
Pertemuan yang bersejarah pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H di rumah KH Wahab Hasbullah di kampung Kertopaten, Surabaya akhirnya dipilih dan dijadikan sebagai waktu berdirinya Nahdhatul Ulama (NU). Nama Nahdhatul Ulama sendiri ditetapkan atas usul KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz. (Puspoyo , 2012: 137).
Secara resmi, keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah politik praktis (sebagai partai politik) dilakukan sejak tahun 1953 sampai 1973. Namun demikian, bukan berarti peran politik NU hanya terbatas dalam dekade tersebut. Sebelum dan sesudah masa itu, tidak sedikit kegiatan NU yang dampak politiknya justru lebih monumental. Bahkan, ketika NU menjadi bagian penting dari Masyumi (pra NU parpol) dan saat NU masih secara resmi menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Persatuan Pembangunan. (Jonaedi, 2008: 44)
Hingga jatuhnya Rezim Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, pada saat itu partai politik difusi menjadi 3 partai sesuai dengan ideology masing-masing. Pada akhirnya NU bergabung dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sebagai basis politik. Terjadi konflik internal di tubuh PPP, antara  NU dan PPP sulit untuk dielakkan karena power sharing yang dilakukan kurang memuaskan kalangan NU yang memiliki jumlah massa paling banyak. Hal ini terbukti dengan perolehan suara PPP pada pemilu 1977 meskipun meningkat dari 27,11% menjadi 29,29 % (bertambah 5 kursi di DPR) yang menjadi jatah NU diberikan pada golongan Islam yang lainnya. (Jonaedi, 2008: 49)
Pada Muktamar Ke-27 tahun 1984 secara resmi NU kembali ke Khittah NU 1926. Ini ditandai keluarnya NU dari PPP. Dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan sebagaimana saat didirikan, 31 Januari 1926.  NU mencakup tujuan pendirian NU, gerakan-gerakan NU dan lain-lain. (Masdar, 2005: xii)
Setelah kemunculan KH. Abdurahman Wahid di kancah perpolitikan Indonesia, pola dukung mendukung oleh NU mulai dijalankan. NU terkadang bermetamorfosa dari hijau menjadi merah ketika Gus Dur mendekati Megawati Soekarno Putri yang waktu itu kita kenal dengan istilah Mega-Gus Dur untuk menandingi PDI Suryadi. Atau terkadang NU berubah ujud dari hijau ke kuning ketika Gus Dur mengajak warganya untuk mengikuti Istighotsah NU-Golkar di berbagai daerah beberapa tahun silam sebelum reformasi. Setelah reformasi bergulir, sepertinya ada harapan besar bagi NU untuk mengembalikan kejayaan NU dimasa silam. (Masdar, 2005: 43)
NU akhirnya mendirikan PKB dimana PKB diharapkan menjadi satu-satunya partai NU yang berakses ke PBNU. NU sendiri bukanlah partai tapi NU punya sayap politik yaitu PKB. Betapa hebat respon masyarakat terhadap lahirnya PKB, Ini wajar saja karena warga NU benar-benar haus dengan partai NU setelah 32 tahun NU dipinggirkan. (Ketika Kiai NU Berpolitik Praktis, 2004.)
 Politik kendati tidak menggambarkan fenomena tunggal, namun sejarah politik Islam di Indonesia seperti juga sejarah politik nasional yang menggambarkan garis perjuangan (struggle) yang memuat garis putus (discontinuity) dan juga garis kesinambungan (continuity). Terputus karena setelah pemilu 1955 umat Islam tidak lagi dapat membentuk dan menyerahkan suaranya kepada partai yang diinginkan, sejak pemilu 1971 sampai 1997 umat Islam hanya dapat memilih partai yang dibentuk atau dikorporasi oleh pemerintah. Namun setelah memasuki era multipartai, umat Islam kembali memiliki otonominya dengan gairah membentuk partai berbasis konsistuen Islam (Maliki, 2010: 194).
Cukup banyak partai yang secara struktural mengikatkan diri dengan Islam, antara lain Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Masyumi Baru, Partai Umat Islam (PUI), Partai Nahdhatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai SUNI, dan tentu saja partai lama yang masih aktif adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disamping itu lahir juga partai Islam politik yang tidak terlalu mengedepankan formalisme, melainkan lebih pada substansi dan integrasi seperti Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan bangsa (PKB). (Maliki, 2010: 259)
Sejak pemilu dengan sistem multi partai digelar pada tahun 1999, partai - partai Islam mampu memperoleh dukungan atau suara yang dapat dikatakan signifikan, terlebih lagi partai-partai yang erat kaitannya dengan organisasi keislaman seperti PKB yang dikenal mewakili penganut NU dan PAN yang dikenal mewakili penganut Muhammadiyah. Namun demikian dalam pemilu 1999 partai lama yakni PPP masih mendominasi suara untuk kalangan umat Islam di Indonesia. PPP memperoleh 11.329.905 suara, PKB dengan 13.336.982 suara, PAN memperoleh 7.528.956 suara, PBB memperoleh 2.049.708 suara, sedangkan untuk partai-partai Islam lainnya seperti PKU, PNU, PUI, dan partai Suni kurang mendapat respon dari masyarakat dan hanya memperoleh suara pada kisaran 500.000 suara hingga 1.000.000 suara. (Puspoyo, 2012:289)
Pada pemilu 2004, partai yang mengedepankan unsur Islam sebagai alat dakwak bertambah, kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga cukup memberikan persaingan di pemilu 2004. partai-partai besar Islam yang mendapatkan suara cukup banyak di pemilu 1999 masih tetap mampu menarik perhatian masyarakat. Hal itu terbukti dengan suara yang mereka dapatkan tidak terlalu jauh dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. PKB memperoleh 11.989.564 suara, PPP mengalami penurunan dengan hanya mendapatkan 9.248.764, PAN memperoleh 7.303.324, PBB memperoleh 2.970.487, sedangkan PKS sendiri sebagai partai baru menorehkan hasil yang cukup memuaskan dengan menempati urutan ke 6 peraih suara terbanyak dengan 8.325.020. (Puspoyo, 2012:312)
Hasil yang kurang menggembirakan diraih partai-partai Islam dalam pemilu 2009, tercatat hanya 4 partai Islam yang menempati sepuluh besar jajaran partai yang memperoleh presentase suara terbanyak yakni PKS dengan 7,88% suara, PAN dengan 6,01% suara, PPP dengan 5,32% suara, dan PKB dengan 4,94% suara. (Puspoyo, 2012:338)
Melihat hasil di atas, partai-partai Islam memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap berjalannya perpolitikan di Indonesia, namun kurangnya partai-partai Islam dalam pemeliharaan partai dan juga tidak adanya figur tokoh-tokoh partai yang memiliki kharisma di mata rakyat, menjadikan keberadaan partai-partai Islam dari tahun ke tahun semakin menurun popularitasnya.
Sepanjang sejarah Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 adalah pemilu terumit yang pernah digelar. Betapa tidak, pada Pemilu 2009 ini terjadi perubahan fundamental  tata cara memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden/Wakil Presiden dari mencoblos menjadi mencontereng. Kerumitan lainnya adalah berubahnya tata cara penetapan calon terpilih DPR dan DPRD  terpilih yang awalnya berdasar nomor urut menjadi calon yang memperoleh suara terbanyak. (KPU. Pemilu 2009, 2010 : 6)
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan calon DPR dan DPRD terpilih. Yang juga membuat beda Pemilu 2009 dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah panjangnya masa kampanye pada pemilu 2009 (9 bulan). Kondisi ini membuat KPU harus menyiapkan waktu dan tenaga ekstra. Molornya pengesahan UU Pemilu 2009 juga berimplikasi kepada pendeknya persiapan KPU dalam menyusun dan melaksanakan tahap pemilu (persiapannya hanya lima bulan setelah UU Pemilu disahkan). (KPU. Pemilu 2009, 2010 : 6)
Lewat payung hukum pelaksanaan Pemilu 2009 yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, KPU mampu menyelenggarakan hajatan besar lima tahun sekali ini. (KPU. Pemilu 2009, 2010 : 6)
Pada Pemilu 2009, pembuat undang undang melakukan modifikasi lanjutan terhadap sistem pemilu. Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, nama sistem pemilu yang dimuat di undang-undang bukan lagi “sistem proporsional daftar calon terbuka”, tapi sudah langsung straight to the point, yaitu “sistem proporsional terbuka”. Sistem proporsional daftar calon terbuka yaitu pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tetapi juga sudah boleh memilih langsung nama caleg. Namun demikian meskipun nama caleg sudah dimuat di surat suara, tetapi penetapan caleg terpilih 2004 di tetapkan berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) , dan apabila caleg tidak mencapai angka BPP maka ditentukan berdasarkan nomor urut. BPP adalah pembagian jumlah suara sah partai politik peserta pemilu, dengan jumlah kursi legislatif disuatu daerah pemilihan. 
Sedangkan sistem proporsional terbuka pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem proporsional dan sistem suara terbanyak. Prinsip utama sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan rakyat secara proporsional/berimbang. Dalam sistem ini, satu wilayah besar yang kita kenal dengan istilah daerah pemilihan, memilih beberapa orang wakil. Dalam menentukan calon yang berhak duduk di lembaga perwakilan rakyat, perolehan suara sah parpol dihitung berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dan dari angka BPP tersebut kemudian ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap parpol, lalu kemudian ditetapkan calon yang akan menduduki kursi tersebut berdasarkan perolehan suara terbanyak meskipun nomor urutnya di urutan terbawah.
Teori yang digunakan adalah teori otoritas Max Weber. Teori otoritas adalah pendekatan teoritis dalam memahami kepercayaan para pengikut akan legalitas akan aturan-aturan dan hak-hak mereka yang diatur oleh pemimpin dalam sebuah birokrasi. Ide dasar dari teori otoritas adalah demokrasi sebagai bentuk politik, demokrasi menawarkan dinamika maksimal dan meupakan milieu terbaik untuk menciptakan pemimpin politik. Weber mencatat struktur otoritas hadir di setiap institusi sosial, yang menjadi pokok adalah tiga dasar yang digunakan para pengikut (masyarakat) untuk melegitimasi sebuah otoritas. (Ritzer, 2003:139-146)
Otoritas Legal
Otoritas legal dapat memiliki beragam bentuk struktural, namun bentuk yang dipandang paling murni dari dijalankannya otoritas legal adalah birokrasi. Dari sudut pandang teknis murni, birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi, dan dalam hal ini secara formal dikenal sebagai sarana paling rasioanal untuk menjalankan otoritas terhadap manusia. (Ritzer, 2003:139-146)
Otoritas Tradisional
Jika otoritas legal tumbuh dari legitimasi sistem rasional legal, maka otoritas tradisional didasarkan pada klaim pemimpin dan keyakinan para pengikutnya bahwa terdapat kelebihan dalam kesucian aturan dan kekuasaan yang telah berusia tua. Pemimpin dalam sistem seperti itu bukanlah penguasa superior melainkan personal. (Ritzer, 2003:139-146)
Otoritas Kharismatik 
Karisma adalah kekuatan revolusioner, jika otorotas tradisional jelas sangat konservatif, maka lahirnya pemimpin karismatik sangat mungkin menjadi ancaman bagi sistem tersebut sekaligus membawa perubahan dramatis pada sistem tersebut. (Ritzer, 2003:139-146)
Dalam penelitian ini, otoritas yang dianggap paling tepat guna mencerminkan keadaan masyarakat Kabupaten Jombang tentang kepercayaan mereka terhadap tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang adalah Otoritas Legal, hal ini dikarenakan masyarakat dapat menilai baik atau tidaknya kinerja dari para tokoh politik NU yang duduk di DPRD Kabupaten Jombang adalah dari hasil kinerja yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut, apakah sesuai dengan harapan dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh politik NU di kursi DPRD Kabupaten Jombang atau tidak.

METODE
Dalam penelitian yang berjudul tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik nahdlatul ulama di Kabupaten Jombang, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011: 7) metode kuantitaif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif guna mengetahui jumlah presentase tentang tingkat kepercayaan responden terhadap tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 - 2014. 
Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang. Titik fokus dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perolehan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang yang memilih untuk ikut terjun dalam panggung politik melalui keberadaan partai-partai politik.
Tempat penelitian adalah daerah atau lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian. Adapun tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilakukan antara bulan maret-agustus 2013. 
Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah populasi yang peneliti jadikan objek adalah warga masyarakat Kabupaten Jombang yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2009. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 976.122 orang dengan rincian 484.711 laki - laki dan 491.351 perempuan. Dan sampel pada penelitian ini berjumlah 82 Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kabupaten Jombang yang terbagi ke dalam enam daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Jombang. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan model Stratified Cluster Sampling. 
Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dua variabel akan didefinisikan sebagai berikut :
1.	Variabel Kepercayaan Masyarakat (X)
Kepercayaan diartikan sebagai faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih sebab tokoh-tokoh politik NU dianggap dapat memenuhi harapan mereka. Variabel ini dapat diukur dengan indikator Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik NU.
2.	Variabel Perolehan Suara Tokoh-Tokoh Politik NU dalam Pemilu (Y)
Perolehan suara tokoh-tokoh politik NU dalam konteks ini dimaknai sebagai jumlah perolehan suara dari hak pilih yang digunakan oleh masyarakat selama berlangsungnya pemilu 2009. Hal ini diukur dengan indikator penggunaan hak pilih saat pemilu 2009.
Teknik pengumpulan data ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah menggunakan angket tertutup.
Angket adalah suatu teknik atau alat pengumpul data yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula (Sukmadinata, 2004:271). Metode ini digunakan untuk mencari dan menyaring data yang bersumber dari responden. Angket yang diajukan kepada responden akan menitik beratkan pada empat indikator yaitu :
a.	Intensitas komunikasi tokoh politik NU di Kabupaten Jombang dengan Masyarakat.
b.	Penilaian masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di Kabupaten Jombang.
c.	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di Kabupaten Jombang.
d.	Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh politik NU di Kabupaten Jombang.
Dalam penelitian ini, angket yang diajukan kepada responden adalah jenis angket tertutup, yaitu angket yang disajikan dengan menggunakan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Dalam indikator pertama, responden mendapat pertanyaan tentang seberapa sering komunikasi yang dilakukan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009-2010 kepada masyarakat. 
Terdapat empat kriteria penilaian tentang intensitas komunikasi tersebut. Yakni sangat sering (1 minggu sekali), sering (2-3 minggu sekali), jarang (1-2 bulan sekali), dan tidak pernah. Penentuan jangka waktu dalam masing-masing kriteria dimaksudkan untuk mengetahui dengan jelas seberapa seringnya komunikasi dijalankan oleh tokoh politik yang bersangkutan. Peneliti memutuskan untuk menggunakan jangka waktu tersebut dikarenakan ranah pemerintahan yang dijalankan oleh tokoh politik yang bersangkutan adalah di tingkat Kabupaten, sehingga memungkinkan tokoh politik yang bersangkutan untuk lebih intensif dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat jika dibandingkan dengan tokoh politik yang menduduki jabatan di pemerintahan tingkat Provinsi dan Nasional.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis Kuantitatif Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Alat analisis yang digunakan berupa Deskriptif Kuantitatif 
Untuk menjawab rumusan masalah digunakan metode analisis Deskriptif kuantitatif , dan hasil angket akan di anailis menggunakan rumus : 
	Keterangan : 
P = Skor Prosentase
n = Skor Jawaban Responden
N = Skor Maksimal
Kemudian dianalisis hasil akhirnya menggunakan rumus :
    Keterangan :
n  = Banyaknya jumlah pemilih dikalikan nilai tertinggi
N = Nilai Maksimum, jumlah seluruh responden dikalikan nilai    tertinggi
NA   =   Nilai Akhir
Adapun kriteria penilaian setiap jawaban dari masing - masing indikator dihubungkan dengan bentuk pernyataan adalah sebagai berikut : 
4 = Pernyataan Sangat Positif
3 = Pernyataan Positif
2 = Pernyataan Negatif
1 = Pernyataan Sangat Negatif
Adapun kriteria penilaian (hasil akhir) dari masing masing indikator di masing-masing daerah pemilihan adalah sebagai berikut : 
76% - 100% 	= Hasil Sangat Positif
51% - 75% 	= Hasil Positif
26% - 50%   	= Hasil Negatif
0%   - 25% 	= Hasil Sangat Negatif
Setelah hasil rata-tata dari empat indikator ditemukan, maka akan dicari hasil akhir berupa prosentase akhir dari tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh-tokoh politik Nahdlatul Ulama di DPRD Kabupaten Jombang, setelah itu akan dikualifikasikan. Untuk itu perlu adanya kriteria penilaian sebagai berikut :
76% - 100%= Sangat Tinggi
51% - 75%	= Tinggi
26% - 50%	= Rendah
0%   - 25%	= Sangat Rendah
Untuk Perolehan suara tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada Pemilu 2009 dikategorikan sebagai berikut :
0 - 1000		: Sangat Rendah
1001 - 2000		: Rendah
2001 - 4000		: Tinggi
4001 - 6000		: Sangat Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Jombang  merupakan kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi  Jawa Timur.  Luas wilayahnya 1.159,50 km², dan jumlah penduduknya 1.241.446 jiwa (statistik tahun 2009). Pusat Kota Jombang  terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten,  memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km (1,5 jam  perjalanan) dari barat daya  Kota Surabaya, ibu kota  Provinsi  Jawa Timur. Jombang  memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas selatan  Pulau  Jawa  (Surabaya-Madiun-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur  Malang-Tuban.
Nama “Jombang” merupakan akronim dari kata berbahasa Jawa “ijo” dan “abang”. Ijo mewakili kaum santri (agamis), dan abang mewakili kaum abangan (nasionalis atau kejawen). Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang.  Sementara lambang  Kabupaten Jombang  menyimpan  makna filosofis tersendiri. Berbentuk perisai, di  dalamnya berisi gambar: padi dan kapas, gerbang Mojopahit dan benteng, Balai Agung (Pendopo Kabupaten Jombang), menara dan bintang sudut lima di atasnya berdiri pada beton lima tingkat, gunung, dua sungai satu panjang satu pendek. 

Intensitas Komunikasi Tokoh Politik NU dengan Masyarakat 
Indikator pertama dalam analisis ini adalah mengenai Seberapa sering komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang dengan masyarakat. Dari indikator tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
Di daerah pemilihan I, 33,3% responden mengakui jika tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. Sedangkan 26,7% responden lainnya menilai bahwa tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi dengan masyarakat. 40% responden menilai bahwasannya tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi dengan masyarakat. 
Untuk daerah pemilihanII, 16,7% reponden menilai  bahwa tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 60% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 23,3% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 
Untuk daerah pemilihan III, 53,3% reponden menilai  bahwa tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 6,7% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 40% responden lainnya mengakui bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 
Untuk daerah pemilihan IV, 6,7% reponden menilai  bahwa tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sangat sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 13,3% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 16,7% responden lainnya menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi  dengan masyarakat. Sedangkan mayoritas responden dengan presentase sebesar 63,3% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 
Untuk daerah pemilihan V, 26% reponden menilai  bahwa tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 37% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi  dengan masyarakat. Dan 37% responden lainnya mengakui bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi  dengan masyarakat.
Untuk daerah pemilihan VI, 20% reponden menilai  bahwa tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang sering melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 46,7% responden menilai bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang jarang melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 33,3% responden lainnya mengakui bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi  dengan masyarakat. 
Sesangkan data dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut:
Tabel 1
Intensitas Komusikasi Tokoh Politik NU dengan Masyarakat (dalam persen)
Indikator	SS	S	J	TP	NA
Intensitas komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil I	0	33,3	26,7	40	48,3
Intensitas komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil II	0	16,7	60	23,3	48,3
Intensitas komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil III	0	53,	6,7	40	53,3
Intensitas komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil IV	6,7	13,3	16,7	63,3	40,8
Intensitas     komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil V	0	26	37	37	47,5
  Intensitas komunikasi tokoh politik NU dengan masyara-kat Dapil VI	0	20	46,7	33,3	46,7
Jumlah skor rata-rata	47,4
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013
Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU.
Indikator kedua dalam analisis ini adalah mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja tokoh politik Nahdhatul Ulama yang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Jombang periode 2009-2014. Dari indikator tersebut diperoleh sebagai berikut :
Di daerah pemilihan I, 16,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. Sedangkan 43,3% responden lainnya menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. 40% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk. 
Untuk daerah pemilihan II, 6,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. 50% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. 43,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk. 
Untuk daerah pemilihan III, 60% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. 16,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. 23,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk.
Untuk daerah pemilihan IV, 33,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. 16,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. 50% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk.
Untuk daerah pemilihan V, 33,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. 33,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. Dan 33,3% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk. 
Untuk daerah pemilihan VI, 36,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik. 26,6% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan buruk. 36,7% responden menilai kinerja dari tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan sangat buruk.
Sedangkan data dalam tabel disajikan sebagai berikut: 
Tabel 2
Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU. (dalam persen)
Indikator	SB	B	BK	SBK	NA
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil I	0	16,7	43,3	40	44,1
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil II	0	6,7	50	43,3	40,8
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil III	0	60	16,7	23,3	59,1
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil IV	0	33,3	16,7	50	45,8
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil V	0	33,3	33,3	33,3	50
Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil VI	0	36,7	26,6	36,7	50
Jumlah skor rata-rata	48,3
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU.
Indikator ketiga dalam analisis ini adalah mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik Nahdhatul Ulama yang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Jombang periode 2009-2014. Dari indikator tersebut diperoleh sebagai berikut :
Di daerah pemilihan I 16,7% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 43,3% responden mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 40% responden mengaku sangat tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang
Untuk daerah pemilihan II 20% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 46,7% responden mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 33,3% responden mengaku sangat tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Di daerah pemilihan III 53,3% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 46,7% responden mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. sedangkan untuk daerah pemilihan IV 36,7% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, dan 63,3% responden mengaku sangat tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Untuk daerah pemilihan V 16,7% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 46,7% responden mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. dan 36,6% responden mengaku sangat tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. Sedangkan di daerah pemilihan VI 3,3% responden mengaku sangat puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 26,7% responden mengaku puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 36,7% responden mengaku tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 33,3% responden mengaku sangat tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Sedangkan data dalam tabel disajikan sebagai berikut:
Tabel 3
Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU.
Indikator	SP	P	TP	STP	NA
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik  Dapil I	0	16,7	43,3	40	44,1
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil II	0	20	46,7	33,3	46,6
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil III	0	53,3	46,7	0	62,5
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil IV	0	36,7	0	63,3	43,3
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil V	0	16,7	46,7	36,6	45
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Tokoh Politik Dapil VI	3,3	26,7	36,7	33,3	45,8
Jumlah skor rata-rata	48,5
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

Kepercayaan Masyarakat terhadap Tokoh Politik NU.
Indikator ke empat dalam analisis ini adalah mengenai tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik Nahdhatul Ulama yang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Jombang periode 2009-2014. Untuk indikator ke empat data dikhususkan lagi berdasarkan masing-masing individu tokoh politik Nahdhatul Ulama di di tiap-tiap Dapil masing-masing tokoh politik. Untuk kemudian hasilnya akan dikorelasikan dengan jumlah suara yang didapatkan oleh masing-masing tokoh politik NU pada pemilu legislatif 2009.  Dari indikator tersebut diperoleh hasil sebagai  berikut :
Dari 30 responden di masing-masing daerah pemilihan (180 responden di 6 daerah pemilihan). Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan I 40% responden menjawab percaya, 20% menjawab tidak percaya, dan 40% menjawab sangat tidak percaya. Untuk tokoh politik 2 di daerah pemilihan I, 43,4%menjawab percaya dan 56,6% menjawab sangat tidak percaya.
Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan II 33,3% responden menjawab percaya, 26,7% responden menjawab tidak percaya, dan 40% responden menjawab sangat tidak percaya. Untuk tokoh politik 2 di daerah pemilihan II, 53,3% responden menjawab percaya, 6,7% responden menjawabtidak percaya. Dan 40% responden menjawab sangat tidak percaya, Untuk tokoh politik 3 di daerah pemilihan II 36,7% responden menjawab percaya, 13,3% responden menjawab tidak percaya, dan 50% menjawab sangat tidak percaya.
Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan III 70% responden menjawab percaya, 13,3% responden menjawab tidak percaya, dan 16,7% responden menjawab sangat tidak percaya. Untuk tokoh politik 2 di daerah pemilihan III 76,7% responden menjawab percaya, 3,3% responden menjawab tidak percaya, dan 20% responden menjawab sangat tidak percaya.
Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan IV, 30% responden menjawab percaya, 10% responden menjawab tidak percaya, dan 60% responden menjawab sangat tidak percaya. Untuk tokoh politik 2 di daerah pemilihan IV, 40% responden menjawab percaya, 6,7% responden menjawab tidak percaya, dan 53,3% responden menjawab sangat tidak percaya. 
Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan V, 40% responden menjawab percaya, 13,3% responden menjawab tidak percaya, dan 46,6% responden menjawab sangat tidak percaya.
Untuk tokoh politik 1 di daerah pemilihan VI, 60% responden menjawab percaya, dan 40% responden menjawab sangat tidak percaya. Untuk tokoh politik 2 di daerah pemilihan VI, 40% responden menjawab percaya, 10% responden menjawab tidak percaya, dan 50% responden menjawab sangat tidak percaya.
Sedangkan dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut :
Tabel 4
Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU (dalam persen)
Indikator	SP	P	TP	STP	NA
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H.M. Farhan	0	40	20	40	44,1
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Nurul Burhan	0	43,4	0	56,6	46,7
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Achmad Munif Sufri, BA	0	33,3	26,7	40	48,3
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Mas’ud Zuremi	0	53,3	6,7	40	53,3
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Achmad Silahudin S.IP	0	36,7	13,3	50	46,6
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh A. Sholikhin Ruslie, SH	0	70	13.3	16,7	63,3
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Fadelan SE	0	76,7	3,3	20	64,1
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Aminuddin Nuh	0	30	10	60	42,5
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Drs. H. M. Khamim, Mhi	0	40	6,7	53,3	46,6
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Miftakhul Huda, S.Ag	0	40	13,3	46,6	48,3
 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh H. Munir Alfanani	0	60	0	40	55
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh Yasjudan	0	40	10	50	47,5
Rata - Rata	50,5
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013	
Perbandingan Perolehan Suara Tokoh - Tokoh Politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada Pemilu Legislatif 2009 dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Tokoh - Tokoh Politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada Tahun 2013.
Dari ke empat indikator yang menjadi cabang dari penelitian tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik Nahdhatul Ulama yang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Jombang periode 2009-2014, selanjutnya akan dikemukakan perbandingan antara perolehan suara yang didapatkan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada pemilu 2009 yang telah dikategorikan tingkatannya di bagian sebelumnya dengan tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang  terhadap tokoh - tokoh politik Nahdlatul Ulama di DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2013 dengan sajian sebagai berikut :
Dari 12 tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 - 2013 yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat tujuh tokoh yang tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat pada tahun 2013 seperti kepercayaan yan diberikan oleh masyarakat pada tahun 2009 dalam bentuk suara pada pemilu legislatif 2009. Tokoh - tokoh tersebut adalah H. Mas’ud Zuremi, Akhmad Solikhin. SH, Fadelan. SE, H. Aminu-din Nuh, Drs. Chamim. Mhi, H. Munir Alfanani. SH, dan Yasjudan. 
Sedangkan lima tokoh lainnya mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat di masing - masing daerah pemilihannya masing - masing. Tokoh - tokoh tersebut adalah H. M. Farhan, Nurul Burhan, H. A. Munif S. BA, Achmad Silahudin, dan Miftakhul Huda. S.Ag.  
Sedangkan data dalam bentuk tabel disajikan sebagai berikut :
Tabel 5
Perbandingan Perolehan Suara Tokoh - Tokoh Politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada Pemilu Legislatif 2009 dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tokoh - Tokoh Politik NU di DPRD Kabupaten Jombang pada Tahun 2013.
Tokoh	Pemilu 2009	Tingkat Kepercayaan Masyarakat 2013	Kesimpulan
H. M. Farhan	4.237	44,1%	Turun
Nurul Burhan	4.442	46,7%	Turun








H. Munir Alfanani, SH	5.839	55%	Tetap
Yasjudan	2.746	47,5%	Tetap
Sumber : Pengolahan Data Primer 2013

PEMBAHASAN 
Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil angket yang telah dibagikan kepada 180 responden secara keseluruhan yang kemudian dikhususkan menjadi 30 responden pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Jombang yang terbagi menjadi enam daerah pilih. 
Berikut ini pembahasan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini: 
Tingkat Kepercayaan Masayarakat Terhadap Tokoh-Tokoh Politik Nahdhatul Ulama di Kabupaten Jombang dapat dijelaskan dengan empat indikator sebagai berikut.
a.	Intensitas Komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik NU di Kabupaten Jombang kepada masyarakat. 
b.	Penilaian masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di Kabupaten Jombang
c.	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di Kabupaten Jombang
d.	Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di Kabupaten Jombang.
Jawaban masyarakat dari empat indikator di atas menggambarkan maksimal atau tidaknya peran konkrit yang selama ini dilakukan oleh tokoh - tokoh politik NU di Kabupaten Jombang khususnya yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009-2014. Hasil dari data angket yang telah dibagikan kepada responden pada saat penelitian berlangsung menunjukkan jawaban yang cenderung mengarah pada ketidak puasan masyarakat atas apa yang telah dilakukan oleh para tokoh politik NU di Kabupaten Jombang yang menjabat sebagai anggota DPRD.
a.	Intensitas Komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik NU di Kabupaten Jombang kepada masyarakat. 
Fungsi intensitas komunikasi masyarakat  mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik. Sudijono Sastroadmodjo menyatakan bahwa :
“Fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan.Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan  fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat.Dengan demikian fungsi ini membawakan  arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”. 
Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik. Secara lebih spesifik komunikasi politik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijakan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.
Mengenai intensitas komunikasi yang dilakukan oleh tokoh politik NU Kabupaten Jombang kepada masyarakat menunjukkan tidak adanya keteraturan komunikasi yang baik. Hal ini dapat dibuktikan pada data di tabel 4.1 yang menunjukkan jawaban responden hanya berada pada kisaran nilai akhir 47,4% atau dikatakan jarang. Dengan demikian masyarakat di Kabupaten Jombang tidak selalu mendapatkan porsi untuk dapat menyalurkan pendapat dan keluhan-keluhan masyarakat tentang berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, insfatuktur desa dan aspek-aspek yang lainnya. Hanya terdapat satu daerah pemilihanyaitu daerah pemilihan III yang terdiri dari empat kecamatan (Mojoagung, Mojowarno, Bareng, dan Wonosalam) yang memberikan penilaian positif atas komunikasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang kepada masyarakat.
 Sedangkan lima daerah pemilihan yang lainnya, masyarakat memberikan penilaian yang negatif atas komunikasi yang dilakukan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang kepada masyarakat, di daerah pemilihan I yang terdiri dari dua kecamatan (Peterongan, Jombang), jawaban responden dengan presentase teringgi 40% justru meniilai bahwasannya tokoh politik NU jarang melakukan komunikasi kepada masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan daerah pemilihan I, di daerah pemilihan II, V, dan VI responden pun memberikan penilaian yang sama. Sedangkan untuk daerah pemilihan IV yang terdiri dari Kecamatan Perak, Bandar Kedungmulyo, Gudo, dan Ngoro, sebagian besar responden (63,3%) memberikan jawaban bahwasannya tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang tidak pernah melakukan komunikasi dengan masyarakat.
Dari enam daerah pemilihan di Kabupaten Jombang, rata-rata masyarakat memiliki penilaian bahwasannya tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang hanya melakukan komunikasi pada saat terjadi moment-moment tertentu seperti pemilihan Bupati atau program-program yang berhubungan dengan kepentingan partai politik dari masing-masing tokoh itu sendiri. Dari komunikasi yang jarang terjadi itulah, masyarakat mengaku kurang memiliki pengetahuan yang konkrit terhadap sosok tokoh-tokoh politik NU yang mewakili masyarakat dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Jombang. 
b.	Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU di Kabupaten Jombang.
Berlangsungnya pemerintahan dimanapun tidak akan pernah bisa dilepaskan dari campur tangan masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang merasakan secara langsung dampak dari berjalannya pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah yang mereka percayai saat berlangsungnya pemilihan umum setiap lima tahun sekali di Indonesia. sehingga wajar apabila masyarakat memiliki hak untuk menilai tentang bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota. Begitu pula di Kabupaten Jombang, masyarakat memiliki penilaian masing - masing terhadap pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pejabat pemerintahan. Dalam penelitian ini akan dijabarkan tentang pembahasan penilaian masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. 
Dari pembagian angket tentang penilaian masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang yang telah dijawab oleh para responden menunjukkan bagaimana masyarakat memiliki rasa pesimisme terhadap kinerja para anggota DPRD Kabupaten Jombang, hal ini didasarkan pada perolehan presentase dalam angket yang menggambarkan bahwa masyarakat memiliki penilaian yang negatif terhadap kinerja dari sebagian besar tokoh politik NU di empat daerah pemilihandari enam daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Jombang. di daerah pemilihan I misalnya, hanya 16,7% responden yang menilai kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang dijalankan dengan baik, sedangkan 43,3% responden memberikan penilaian yang sebaliknya, reponden menilai kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat pula 40% responden yang menilai kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan sangat buruk, hal tersebut didasarkan oleh banyak faktor terutama kurangnya perhatian yang ditunjukkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Sehingga tidak ada tanggapan yang baik dari masyarakat ketika berbicara tentang kinerja para tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. hal lain yang menjadikan penilaian masyarakat menjadi buruk adalah tidak dipenuhinya janji - janji para pejabat pemerintahan seperti saat mereka menyampaikan visi - dan misinya pada waktu kampanye sebelum mereka menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Hal yang hampir sama juga terjadi di tiga daerah pemilihan lainnya yaitu daerah pemilihan II (Jogoroto, Sumobito, Diwek), daerah pemilihan IV yang terdiri dari empat kecamatan (Perak, Gudo, Bandar Kedungmulyo, dan Ngoro), daerah pemilihan V (Megaluh, Tembelang, Kesamben), dan daerah pilih VI (Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Ngusikan), presentase tabel tentang penilaian masyarakat terhadap kinerja tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki penilaian yang negatif atau buruk atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Meski demikian, masih terdapat penilaian positif yang ditunjukkan oleh masyarakat kabupaten Jombang di dua daerah pemilihan, yakni daerah pemilihan III. Presentase menunjukkan jika masyarakat menilai kinerja tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan baik, di daerah pemilihan III yang terdiri dari empat kecamatan ( Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam ) presentase hasil akhir yang menilai kinerja tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan baik sebesar 59,1%. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap apa yang telah dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan memiliki arti penting bagi perkembangan di masing - masing daerah tempat dimana masyarakat menjalani kehidupan mereka sehari - hari. 
Hal tersebut di atas membuat tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang harus meningkatkan kinerja dan menepati komitmen terhadap masyarakat atau jika tidak ingin terpilih lagi kemudian. Rendahnya nilai dari penilaian terhadap kinerja anggota dewan yang tergolong rendah yakni sebesar 48,3% dipengaruhi oleh banyak faktor diantara isu-isu nasional dan kasus korupsi partai ditingkat nasional sehingga mempengaruhi pandangan terhadap kinerja menjadi menurun. Dari sinilah kemudian secara langsung menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten terhadap kinerja tokoh politik yakni sebesar 48,58% dan akan dibahas di indikator berikutnya.
c.	Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Tokoh Politik NU di Kabupaten Jombang
Peran pejabat pemerintahan menjadi semakin penting dalam dinamika kehidupan yang semakin rumit dewasa ini, semakin banyak tuntutan dan keinginan dari masyarakat akibat dari semakin berkembangnya berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan bahwa peran pejabat pemerintahan menjadi sangat penting didasari suatu pengertian, sekaligus ciri-ciri pokok, bahwa pejabat pemerintahanlah yang menjadi penentu akhir pengambilan keputusan. Pandangan ini  menyebar dan diterima secara luas sampai saat ini, sehingga menjadi suatu paradigma. Dari situlah masyarakat memiliki modal kepercayaan terhadap wakil - wakil yang telah mereka pilih dalam sebuah pemilihan umum untuk dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih positif kepada masyarakat saat mereka menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Dengan begitu kepuasan masyarakat akan menjadi ukuran dari berhasil atau tidaknya berjalannya sebuah pemerintahan.
Dari pembagian angket tentang kepuasan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap kinerja tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang yang telah dijawab oleh para responden menunjukkan bagaimana masyarakat memiliki jawaban yang beragam mengenai kepuasan mereka terhadap kinerja para anggota DPRD Kabupaten Jombang, hal ini didasarkan pada perolehan presentase dalam angket yang menggambarkan bahwa masyarakat memiliki dua penilaian utama yakni rasa kepuasan dan ketidak puasan terhadap kinerja dari tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Di daerah pemilihan I (Peterorngan, Jombang) misalnya, hanya 16,7% responden yang merasa puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, sementara 43,3% responden memberikan penilaian yang sebaliknya, reponden merasa tidak puas atas  kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, bahkan terdapat 40% responden yang merasa sangat tidak puas atas kinerja yang ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, hal tersebut didasarkan oleh banyak faktor terutama kurangnya perhatian yang ditunjukkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tidak terlalu mengetahui bagaimana pola kerja yang ditunjukkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam memperbaiki segala sisi kehidupan masyarakat Kabupaten Jombang.
Tidak berbeda jauh dengan jawaban responden di daerah pemilihan I, di daerah pemilihan II yang terdiri dari tiga kecamatan (Diwek, Jogoroto, Sumobito) pun demikian, hanya 20% dari keseluruhan responden di daerah pilih II yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tersebut merasa puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh-tokh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. Namun terdapat 46,7% responden yang merasa tidak puas atas kinerja dari tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, dan 33,3% yang merasa sangat tidak puas atas kinerja dari tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. hal yang dikeluhkan oleh responden adalah tidak mampunya pejabat-pejabat yang bersangkutan melakukan peran yang maksimal untuk merespon keluhan masyarakat terutama dari segi transportasi jalan-jalan desa yang sampai sekarang masih banyak yang belum diperbaiki sehingga menimbulkan keluhan tersendiri bagi yang menginginkan infrastruktur jalan-jalan desa yang layak. 
Berbeda dengan penilaian responden di daerah penilihan I dan II, di daerah penilihan III (Mojoagung, Bareng, Nojowarno, Wonosalan), memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja dari tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. di kecamatan - kecamatan yang justru terletak di pinggiran Kabupaten Jombang, responden merasa puas dengan kinerja yang ditujukan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, hal ini dikarenakan pejabat-pejabat yang bersangkutan telah dianggap memberikan perhatian kepada masyarakat dengan seringnya mereka mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung untuk di sampaikan kepada jajaran pemerintahan di Kabupaten Jombang, sehingga masyarakat merasakan ada kemajuan yang terjadi di berbagai bidang seperti perbaikan bangunan pasar tradisional, perbaikan infrastruktur jalan, kemudahan mendapatkan bahan pokok murah dan lain sebagainya. Di daerah pemilihan III sendiri hasil akhir menunjukkan 62,5% responden merasa puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Sedangkan untuk daerah pemilihan IV (Perak, Bandar Kedungmulyo Gudo, Ngoro), dan VI (Ploso, Plandaan Kabuh, Kudu, Ngusikan), masyarakat cenderung merasakan peismisme atau ketidak puasa terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, untuk daerah pemilihan IV 63,3% responden merasa sangat tidak puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, hanya 36,7% responden yang merasa puas dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. di daerah pemilihan VI, terdapat 3,3% responden yang merasa sangat puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, 26,7% responden merasa puas atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, 36,7% lainnya merasa tidak puas dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, dan terdapat 33,3% responden yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang.
Untuk daerah pemilihan V yang terdiri dari tiga kecamatan yakni Megaluh, Kesamben, dan Tembelang, sebagian besar responden justru merasakan ketidak puasan atas apa yang telah ditunjukkan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. Hanya 16,7% responden yang merasa puas atas kinerja yang telah dilakukan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, sementara 46,7% responden justru merasa tidak puas dengan  kinerja yang telah dilakukan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang, terdapat pula 36,6% responden yang merasa sangat tidak puas atas kinerja yang telah dilakukan oleh tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang. faktor utama yang menjadi pedoman masyarakat adalah karena tokoh-tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang dan mewakili daerah pemilihan V kurang memiliki keakraban dengan masyarakat dari segi komunikasi publik, sehingga banyak dari responden yang tidak mengenal siapa tokoh-tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang yang mewakili daerah pemilihan mereka.
d.	Kepercayaan Masyarakat terhadap Tokoh Politik NU
Pelaksanaan politik di Indonesia sebagian besar lebih berkutat pada politik mikro yang terbatas pada hubungan-hubungan antara aktor-aktor politik, yang terbatas pada tukar-menukar kepentingan politik. Sedangkan pada politik makro tidak terlalu diperhatikan dimana merupakan tempat terjadinya tukar-menukar kekuatan-kekuatan sosial seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society, dan sebagainya. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi sampai sekarang adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Dampak paling utama yang terjadi adalah kurangnya hubungan yang terjalin antara pejabat pemerintahan dan masyarakat yang seharusnya menjadi titik sentral berjalannya suatu pemerintahan di Indonesia. 
Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya poltik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat baik dikalangan eksekutif maupun legislatif, namun juga pada pemerintahan di daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten. 
Hal ini pulalah yang terjadi di Kabupaten Jombang, beragamnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan masyarakat mengharapkan perhatian yang lebih dari para wakil mereka terutama yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Jombang, tokoh - tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Jombang periode 2009-2014 pun dituntut untuk lebih memperhatikan keluhan dan kemauan dari masyarakat di daerah pemilihan mereka masing - masing. Saat terpilih pada tahun 2009, tokoh - tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk dapat mengawal pemerintahan yang sehat dan transparan demi kemajuan Kabupaten Jombang secara menyeluruh, setelah lebih dari empat tahun menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jombang, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang beragam terhadap tokoh - tokoh politik NU tersebut.
1.	Daerah Pemilihan I (Kec. Peterongan, Kec. Jombang Kota)
Di daerah pemilihan I yang terdiri dari dua kecamatan yakni Peterongan dan Jombang kota, untuk tokoh politik NU 1 (H. M. Farhan) para responden memberikan penilaian yang seimbang pada taraf kepercayaan yang tinggi dan taraf kepercayaan yang rendah, 40% reponden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU yang bersangkutan, sedangkan 20% reponden memberikan penilaian yang sebaliknya, reponden memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU tersebut, sedangkan 40% responden lainnya mengakui bahwasannya mereka memiliki tingkat kepecayaan yang sangat rendah teradap tokoh politik NU tersebut, Nilai akhir dari presentase terhadap tokoh politik yang bersangkutan adalah 44,1% yang mendefinisikan masyarakat di daerah pemilihan I memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 1.
Tidak jauh berbeda dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh politik NU 1, tingkat kepercayaan responden terhadap tokoh politik NU 2 (Nurul Burhan) di daerah pemilihan I juga dapat dikatakan rendah, hal ini terbukti dari data yang tertera pada tabel 4,11 di atas. Meski terdapat 43,4% responden yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap tokoh politik NU 2  di daerah pemilihan I, namun 56,6% responden lainnya memberikan penilian yang berbeda, mereka memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap kinerja dari tokoh politik NU 2 di daerah pemilihan I tersebut. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 2 di daerah pemilihan I berasa pada angka 46,7% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan I memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 2.
Dengan demikian dapat didefinisikan bahwasannya untuk daerah pemilihan I yang terdiri dari kecamatan Peterongan dan Jombang Kota, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang rendah atas apa yang telah dilaksanakan oleh kedua tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang di daerah pemilihan I semenjak kedua tokoh tersebut menjabat sebagai anggota DPRD pada tahun 2009 hingga sekarang.
2.	Daerah Pemilihan II (Kec. Diwek, Kec. Jogoroto, Kec. Sumobito)
Di daerah pemilihan II yang terdiri dari tiga kecamatan yakni Kec. Diwek, Kec. Jogoroto, dan Kec. Sumobito. Responden memiliki penilaian yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Untuk tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan II (H. Achmad Munif Sufri, BA.) yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang, 33,3% reponden memiliki tingkat kepecayaan yang tinggi terhadap tokoh tersebut, sedangkan 26,7% responden memberikan penilaian yang sebaliknya, responden memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang tersebut, terdapat pula beberapa responden dengan presentase sebesar 40% yang memiliki tingkat kepercayaan sangat rendah terhadap tokoh yang bersangkutan. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 1 di daerah pemilihan II berasa pada angka 48,3% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan II memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 1.
Untuk tokoh politik NU 2 (H. Mas’ud Zuremi) di daerah pemilihan II, masyarakat memberikan apresiasi yang positif atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh tokoh yang bersangkutan, hal ini dapat dibuktikan dalam data yang terdapat pada tabel 4,11 di atas yang menunjukkan bahwasannya terdapat 53,3% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU yang bersangkutan, meski terdapat 6,7% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan 40% responden memiliki kepercayaan yang sangat rendah, namun jumlah responden yang memberikan apresiasi positif terhadap tokoh politik NU 2  jauh lebih banyak dari pada responden yang memberikan apresiasi yang sebaliknya. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 2 di daerah pemilihan II berada pada angka 53,3% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan II memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU 2.
Sedangkan tingkat kepercayaan responden terhadap tokoh politik NU 3 (Achmad Silahuddin) tidak jauh berbeda dengan tingkat kepercayaan responden yang diberikan kepada tokoh politik NU 1. Dari data tabel 4,11 di atas menunjukkan bahwasannya terdapat 36,7% responden yang memberikan penilaian berupa kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU yang bersangkutan, namun demikian terdapat 13.3% responden lainnya yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 3, sedangkan sisasanya yakni 50% responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap tokoh politik NU 3 di daerah pemilihan II tersebut. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 3 di daerah pemilihan II berada pada angka 46,6% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan II memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 3.
3.	Daerah Pemilihan III ( Kec. Mojoagung, Kec. Mojowarno, Ke. Bareng, Kec. Wonosalam )
Di daerah pemilihan III yang terdiri dari empat kecamatan, terdapat dua tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang yakni A. Solikhin Ruslie, SH dan Fadelan, SE. Dari kedua tokoh terbeut, responden memberikan penilaian yang positif terhadap keduanya, hal ini sesuai dengan data yang tercantum pada tabel 4,11. Untuk Tokoh Politik NU 1 (A. Solikhin Ruslie, SH) di daerah pemilihan III, terdapat 70% responden memberikan penilaian berupa tingkat kepercayaan yang tinggi kepada tokoh politik NU tersebut, meski terdapat 13,3% responden yang memiliki kepercayaan yang rendah, dan 16,7% responden memiliki kepercayaan yang sangat rendah. Namun nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 1 di daerah pemilihan III berada pada angka 63,3% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan III memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU 1.
Penilaian yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan para responden terhadap tokoh politik 2 (Fadelan SE) di daerah pemilihan III, terdapat 76,7% responden yang memberikan apresiasi yang sangat positif berupa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh yang bersangkutan. 3,3% responden lainnya memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 2 tersebut, hanya 20% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah. Dari data tersebut didapatkan nilai akhir dari perhitungan presentase kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 2 di daerah pemilihan III berada pada angka 64,1% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan III memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU 2.
4.	Daerah Pemilihan IV ( Kec. Perak, Kec. Bandar Kedungmulyo, Ke. Gudo, Kec. Ngoro )
Di daerah pemilihan IV yang terdiri dari empat kecamatan, terdapat dua tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang yakni H. Aminuddin Nuh dan Drs. H. Chamim, Mhi. Dari kedua tokoh politik NU tersebut, responden cenderung memiliki tingkat kepercayaan merata pada tiga taraf tingat kepercayaan yakni tinggi, rendah, dan sangat rendah. Untuk tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan IV sebanyak 30% responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU tersebut, namun terdapat 10% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan terdapat pula 60% responden yang memiliki tingakat kepercayaan yang sangat rendah terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan IV yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tersebut. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 1 di daerah pemilihan IV berada pada angka 42,5% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan IV memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 1.
Penilaian responden untuk tokoh politik NU 2 di daerah pemilihan IV tidak jauh berbeda dengan penilaian yang diberikan kepada tokoh politik NU yang pertama, Meski terdapat 40% responden yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap tokoh politik NU 2  di daerah pemilihan IV, namun 6,7% responden lainnya memberikan penilian yang berbeda, mereka memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap kinerja dari tokoh politik NU 2 di daerah pemilihan IV, bahkan terdapat pula 53,3% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap tokoh politik NU 2 di daerah pemilihan IV tersebut. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 2 di daerah pemilihan IV berada pada angka 46,6% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan IV memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 2.
Dengan demikian dapat didefinisikan bahwasannya untuk daerah pemilihan IV yang terdiri dari Kec. Perak, Kec. Bandar Kedungmulyo, Kec. Gudo, dan Kec. Ngoro, masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang rendah atas apa kinerja yang telah dilakukan oleh kedua tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang di daerah pemilihan IV semenjak kedua tokoh tersebut menjabat sebagai anggota DPRD pada tahun 2009 hingga sekarang.
5.	Daerah Pemilihan V ( Kec. Megaluh, Kec. Kesamben, Kec. Tembelang.)
Di daerah pemilihan V yang terdiri dari tiga kecamatan, hanya terdapat satu tokoh politik NU yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang yakni H. Miftakhul Huda, S.Ag. Dari data yang terdapat pada tabel 4,11. Masyarakat memiliki penilaian yang beragam terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan V. Sebanyak 40% responden memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan V tersebut, namun 13,3% responden lainnya memberikan penilian yang berbeda, mereka memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap kinerja dari tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan V, terdapat pula 46,6% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan V tersebut. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 1 di daerah pemilihan V berada pada angka 48,3% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan V memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 1.
Hal yang diyakini responden menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan V adalah intensitas komunikasi masyarakat dengan tokoh politik NU tersebut sangat jarang terjadi, hal ini dikarenakan hanya terdapat satu tokoh saja yang mewakili masyarakat daerah pemilihan V di DPRD Kabupaten Jombang, sehingga hanya satu tokoh politik NU di DPRD Kabupaten Jombang sajalah yang dituntut untuk mampu memberikan peran sertanya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah pemilihan V yang cukup luas dan kompleks.  
6.	Daerah Pemilihan VI ( Kec. Ploso, Kec. Plandaan, Kec. Kabuh, Kec. Kudu, Kec. Ngusikan.)
Di daerah pemilihan VI yang terdiri dari Lima kecamatan. Responden memiliki penilaian yang berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Untuk tokoh politik NU 1 (H. Munir Alfanani, SH.) di daerah pemilihan VI yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang, 60% reponden memiliki tingkat kepecayaan yang tinggi terhadap tokoh tersebut, sedangkan 40% responden memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan VI. Nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 1 di daerah pemilihan VI berada pada angka 50% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan IV memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU 1.
Untuk tokoh politik NU 2 (Yasjudan) di daerah pemilihan VI, masyarakat memberikan apresiasi yang berbeda jika dibandingkan dengan tokoh politik NU 1 di daerah pemilihan VI, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang terdapat pada tabel 4,11 di atas yang menunjukkan bahwasannya terdapat 40% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh politik NU yang bersangkutan, terdapat 10% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan terdapat 50% responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah. nilai akhir dari perhitungan presentase menunjukkan kepercayaan masyarakat pada tokoh politik 2 di daerah pemilihan VI berada pada angka 47,5% yang berarti masyarakat di daerah pemilihan VI memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap tokoh politik NU 2.




Berdasarkan hasil pembahasan di atas , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Nilai rata-rata dari ke empat indikator tentang Tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh-tokoh politik Nahdlatul Ulama Di DPRD Kabupaten Jombang adalah 47,95%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Jombang terhadap tokoh-tokoh politik Nahdlatul Ulama Di DPRD Kabupaten Jombang adalah rendah karena berada pada kisaran 25% - 50%. Adapun rincian dari masing masing indikator adalah sebagai berikut :
a.	Komunikasi tokoh politik dengan masyarakat	: 47,4%
b.	Penilaian masyarakat terhadap kinerja tokoh	: 48.3%
c.	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja tokoh	: 48,58%
d.	Kepercayaan Masyarakat terhadap kinerja tokoh	: 50,52%
Saran
Kepada jajaran legisatif di Kabubaten Jombang hendaknya lebih meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, hal ini dikarenakan problematika yang dialami masyarakat di Kabupaten Jombang sangatlah kompleks, sehingga membutuhkan perhatian dan penyelesaian secara langsung dan mendetail agar berbagai macam permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan.
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